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Rahwa Dorasuran Luerah Swatantra Tingkat I Jambi
No,1 Tchun 1965 Ycantang Pemungutan Uang Leges ter-
nyata tidak berjalan sama sekali sejak bertahun -
tahun, oleh karena disamping materinya yang tidak
" gesuai lagi dengon keadasan sekarang, masih banyak
ekali terdapat !:kurangan baik tehnis/formal mau-
pun mevori dari T oraturan Daerah tersebut,

b. Bahwa pungutan Uang Leges adalah merupakan salah .
gatu sumber income dalam pelaksanaan Otonomi Dae =
rah vang nyata o bertanggung jawab.

c. Bahwa c~hubungan dengan halehal tersebut diatas,
perlu mingatur kombali yang berkenaan dengan pungu
tan Uang Leges yong dituangken dalam Peraturan Da-
erah Propinsi Dacrah Tingkat 1 Jambi.

IEEGINGAT : 1. Undanc ndang I7o.12 Drt. Tahun 1957 (L.N. Tahun
1957 Lo.75 ) ten.2ng Peraturan Umum Retribusi Da -
erah,

2, Undang-undang No.61 Tehun 1958 (L.N. Tahun 1958
No. 112 ) tentang Penetapan Undang-undang Drt.No.
19 Tahun 1957 (L.J.Tahun 1957 No.75) tentang Pem-
bentukan Daersh-=‘gerah Swatantra Tingkat I Suma -
tera Borat, Jamb® dan Riau sebagai Undang~-undang.

3, Undang-undang No.5 Tehun 1974 (L.N. Tahun 1974
W0.38 ) tentang Pokok-pokok Pemerintahan diDaerah.

i Peraturan Menter. Dalam Negeri No.l4 Tahun 1974
tentans Bentuk Feraturan Daerah. '

Dengan Persetujurn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingket I Jambi,
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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG UANG LEGES.

BAB Ta
Ketentuan Umum,
Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud der-=2a 3

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinci Da-
eragh Tingkat I Jambi,

b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daercl: Ting
kat I Jambi.

Co Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wi e
* layah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.,

de Dinas Daerah/Instansi adalah Dinss DaerahfInstqg
si dan Biro dalem Lingkungan Pemerintah L.ergh,

e, Uang Leges adalah pembayaran uang berdasa:’zan Pe
raturan yang dikeluarkan Pemerintah, sebagal ong
kos administrasi Kantor~kanbtor Pemerintal.

BA B II.

Tarif Uang Leges
‘Pagal 2, - |

Untuk pekerjaan-pekerjaan guna kepentingan pihak
ketiga atau pemberian salinan:dan tembusan s te
surat resmi oleh Pemerintah Daerah dipungut Ua:n
Leges menurut tarif seperti tersebut dibawah iai

as Untuk salinan surat-surat ( surat-surat ketorge
ngan ) yeng ditulis dengan tangan atau d.ictik
dengan mesin tulis untuk tiap-tiap halame 7ang
berukuran kwarto atau polio Rp. 250,- ( dv~ raw
tus lima pulubh rupish ) minimal untuk 1 (caiu)
surat keterangan ditentukan Rp. 500,~ (lima re=
tus rupiah), :

b. Untuk tembusan (karbon) atau salinan surat tere
tulis dengan mesin tulis, untuk tiap-tiap -la=
man yang berukuran kwarto atau folio Rp., 100,=
( seratus rupiah ).

Co Untuk salinan surat-surat, kecuali surat-c-irat
perjenjian atau surat keputusan untuk tiap-iiap
halaman yang berukuran kwarto atau folio ©».100 ;
( seratus rupiah ). . <

d. Untuk Rencana Anggaran Belanja Daerah Rp.2.,500,~
( dua ribu lima ratus rupiah ).

e. Unbuk salinan daftar pemilik Rp. 5.000,~ ( “ima
ribu rupiah ).

e Untuk, seeccccesse
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Untuk tindasen, atau salinan Peraturen-Peraturan
untuk tiap halaman yang dicetak, distensil atau
fhoto coppy dengan ketentuan tiap-tiap halaman

Rps 100,~ -(seratus rupiah) minimal Rp.500,- (1i-

garatus rupieh), ,

Untuk kutipan surat izin/untuk penggantinye (dup
likat) Rp.1l000,- ( seribu rupiah).

Untuk pengesahan tanda tanganrseseorang oleh Ke-
pala Daergh atau Sekretaris Wilayah/Daerah Rp,
500,- ( lima ratus rupiah),

Untuk kutipan daftar cacsah Jiwa atau keterangan
tentahg pendaftaran pada bagiasn cacah Jiwa Rp,
500,- ( lima ratus rupish ),

Untuk mencari sesuatu dari arsip Daerah Tingkat
I Jambi oleh pejabat Daersh Tingkat I setelah
yang berkepentingan mendapat izin untuk itu dari
Kepala Daerah sesuatu yeng diperoleh dikutip ba=-
yaran Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ).

Untuk kesempatan membacs sesuatu dari arsip untuk

mengambil salinannya atau mencatatkan seguatu da-
ri padanya, setelah Yang berkepentingan mendapat

izin dari Kepala Dsersh tlap~tiap jam yang diguna
kan untuk itu atau sebagian satu Jem Rp.500,=

( lima ratus rupiah ),

Untuk salinan peta Baersh Propinsi Daerah Tingkat
I Jambi - ; :

Skalal 1520,000,- Rp, 2,000,
Skala 1:10,000,~ Rp. 6.000,-
Skala 1; 500,~ Rps 7,000,=
Skala 3;  100,- Rp. 7,500,

dua ribu rupish )e
enam ribu rupiah).
tujuh ribu rupish).

tujuh ribu lima
ratus rupiah ).
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BA B ITI.
KITENTUAN PELAKSANAAN PUNGUTAN,
-Pasal 3,

Pemunguten Uang Leges dilakukan oleh Dinas/Instan
si.

Pemungutan Uang Leges sebagaimana dimeksud dalam -
pasal 2 Peraturan Daerah ini baik administrasi
mgupun tehnis pungutannya dilaksansksn dibawah
koordinagi Dinas Pendapetan Daergh Propinsi Dae —
rah Tingkat I Jambi.

Pasal 4,.

Sebagai bukti pembayaran ditempelkan tanda leges
pada surat-surat yeng diminta dengan dibubuhi cap
Dinas dari Instensi yang bersangkutan.

Setiap penerimaan usng leges harus diberikan tan=
da leges meskipun tidak ada untuk tempat menempel
kannya . -

3g Setiap 90000000 ceessa
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3. Setiap Instangi yang melaksanakan pungutan uang le-
: ges harus mengambil tanda leges pada Dinas Pendapa-
tan Propinei Daerah Tingkat I Jambi.

Pagal 5,

Semua Pendapatan dari Usng Leges sebagaimans dimaksud
dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disetorkan tiap~-ti-
ap bulan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
dan satu lembar tanda bukti setoran dikirimkan Digpen-
da .

Pagal 6,
Tidak sesuatu arsip dapat diberiken salinannya, diper-
lihatkan atau diumumkan kepada pihak ketiga kecuali
dengan sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah atau Sek
retarig VWilaysh/Daerah, dengan kewajiban membayar uang
leges oleh yang berkepentingan.

Pasal 7..

1l¢ Uang Leges harus dibayar terlebih dahulu.

2. Jika jumlah yang harug dibayar tidak depat dihitung
dengan tepat, maka yang berkepentingan menyershkan
vang untuk diperhitungkan kemudian kepada Instansi
‘yang bersangkutan sebanyak yang ditetapkan oleh
atau atas nama Kepala Daerah,

3. Pejabat yang ditunjuk untuk menerima uang leges,
memberi catatan pada setisp salinan yang menyatakan
bahwa Uang Leges telah dikenakan dan besarnya uang
leges yang diterima serta nomor urut pembukuan pe -~
nerimaan uvang tersebut delam daftar leges.

Pasal 8.

Dinas/Instansi yang melaksanakan pungutan Usng Leges
harus membuat laporan bulanan kepada Gubernur Kepala
Daerah Cqe Kepala Dinas Pendapatan FPropinsi Dasrah
Tingkat I Jambi.

Pasal Ye

Ketentuan mengenai peleksanaan Peraturan Daerah ini
diatur dengan Keputusan Gubernnr Kepala Daerah,

B A B Iv.
Ketentuan Pengecualian Dan Pembebasan.
Pasal 10,
Kepala Daerah atauSekretaris Wilayah/Daerah dapat mem-
berikan pengurusan atau pembebasan dari pembayaran
Uang Leges yang téercantum dalam pasal 2 jika ternyata

bahwa yang berkepentingan kurang atau tidak mampu mem-
bayarnya atau untuk keperluan amal.
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Pasal - 11,

l. Uang Leges tidak dipungut untuk

°

a. Keputusan-keputusan, penetapan~penetapan dan peti:

kan mengenai pengansketan dan sebagainys dari s==
seorang, ' - -

b. Barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang di -
berikan atau diserahkan pada badan~badan umum
atau pejabat-pejabat berdagsarkan Peraturan yang
beriaku,

¢, Barang cetakan z2tsu sesuatu tulisan yang diberi -
kgn dan diserahkan pada. orang-orang berhubungan
dengan kewa jiban yang diperintehkan oleh Pemerirn-
tah Daergh, o

de Salinan atau kutipan surat keputusan yang mengsr-
dung penolakan sesuatu permohonan,

2, Kepala Daerah menetapkan barang cetaksn atay tuliss -
yang atas permintasan dapat diberiksn dengan tidak
membayar uang leges kepada benerbitan atau teta uss-
ha surat~surat kabar harian stau ma jalah-majalsh
lainnya. :
~ BA B .V,

Ketentuan Perslihan,
" Pasal 12,
~Dengan berlakunya Peraturan Dserah ini, maka Peratursn
Daerah Swatantra Tingkat I Jambi Wo.1 Iahun 1965 tentamg

Pemungutan Usng Leges dicabut dan dinyatakan tidak ber—
laku 1agia

BAB VI,
Ketentuan Penutup,
Pagal 13

1. Peraturan Daersh ini dapat dinemekan Peraturan Dae~
- rah tentang Usng Leges, :

2. Agar masyarakat umum mengetahuinya memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Dae
rah Propinsi Daerah LTingkat I Jambi,

3ePeraturan Dagrah ini mulai berleku sejaek tanggal di =

undangkan.
JA MBI, 2~ 12 - 1982,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | GUBERNUR KEPALL DAERAH TINGKAT
DAERAH PROPINSI DALRAH T JAMBI

TINGKAT I JANBI, - .

KETUA o ’
Detoo. . : : Datso,
S U P 0 M 0,~ MASJCHUN SOFWAN 8H,-
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II.

PENJELASAS AT

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 4 TaHUR 1982,

TENTANG

PENJELASAN UMUM -

Peraturan Daerah Swatantra Propinsi Jambi No.l. Taw-
hun 1965 tentang Pemungutan Uang Leges tidak tepa:. dan
tidak sesuai lagi dengan keadasn dan sistim bPemungutan
tidak diatur sehingga tidak ads Ingyansi Yang mengkooxr
dinir serts sulit dalam pengawacan pelaksanaaanys,

Berdasarkan hal<hal tersebut diatas dipandang PeT=~
lu menyusun kembali suatu ketentusn mengenai Uang Leges
didalam Peraturan Daerah dengan mencabut dan menyatgkan
tidak berlaky lagi Peratursn Daersh Swatantra Propingi
Jambi No,1 Tahun 1965 tentang Pemungutan Uang Legeg,

Bertolak dari pengalaman yang lelu, agar Peraturan
mengenai Usng Leges benar-benar dapat dilakssnskan Se =
bagaimans mestinya maks perlu ditegaskan Instansiein e
stansi yang bertanggung jawab dan Instangsi yang mempu e
nyai kewsjiban mengkoordinagiken pelaksanaan serta mne =
lakukan pengawasan.,

Pelayanan administratir kepada pihak ketiga oleh
Pemerintah harug berjalan dengan.sebaik—baiknya dan lan
car terhadap pelaysnan yang baik dan lancar tersebut Pe
merintah Daersh menetapkan sekedar imbalan berupa uang
leges yang harus dibayar oleh pihak ketiga. Besarnyg
uwang leges harus diperhitungksn Sedemikian rupa sehinge
ga tidak memberatkan pihak ketiga dan bagi Pemerintah
Daerah ada sumber pendapatan sehingga biaya belayanan
tersebut tidak perlu membebani anggaran sektor lain,

Sebagai tanda bukti pembayzran uang leges perlu di-
tetapkan tanda leges dengan dagar Lambang Daerah Propin
S1 Daerah Tingkat I Jambi vang dibubuhi tulisan Tands —
Leges dan pegs nya nilai hergs yang tertera distas TAN-
DA LECES tersebut,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.,

Pagal 2 periy ditetapkan secars tegas dan terperinci
bpekerjaan pelayanan apa saja yang dikenakan
bungutan terhadap bpihak ketigs dan besarnya
bungutan,

Pasal 3 Untuk memudahkan pelaksanaan perly ditunjuk
Instansi dalanm lingkungan Pemerintah Daeran
yang bertanggung Jawab dan Instansi yang bere
kewajiban melakukan Koordinasi pelaksanaan
serta pengawasan,

Pasal 4ooaoeooeoeaQ.




